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NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)

KOTA TANJUNGPINANG

DENGAN

HIMPUNAN MAHASISWA PERSATUAN ISLAM (MIMA PERSiS)

CABANG TANJUNGPINANG-BINTAN

NOMOR; PD(p/HK-02.00/K.KR-06/ll/2021

NOMOR : 01^/e/<^-yi/j>p.rtvwiA /ioxi

TENTANG

PELAKSANAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

PADA PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari inl, KamlsTanggal Dua Puluh Lima Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu,
bertempat dl Kota Tanjungpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNPINANG, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kota Tanjungpinang yang berkedudukan dl Jalan
D.I. Panjaitan Kompiek Bintan Center Biok C Nomor : 14-15, Tanjungpinang, selanjutnya
disebut "PIHAK PERTAMA".

II. KETUA HIMPUNAN MAHASISWA PERSATUAN ISLAM CABANG TANJUNGPINANG, dalam hal

ini bertindak untuk dan atas nama Hima Persis Cabang Tanjungpinang yang berkedudukan di

Jalan Hang Lekir Tanjungpinang, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTMrtA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA

PIHAK, sepakat menandatangani Nota Kesepahaman (untuk selanjutnya disebut sebagai "Nota
Kesepahaman") secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyeienggara Pemilihan Umum yang bertugas

dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pada Pemilu

dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi perkaderan non-formal yang menyelenggarakan

perkaderan sebagai wadah pembinaan generasi muda serta media pengabdian anggota

dewasa yang mampu menunjukan eksitensinya serta manfaat yang nyata bagi Negara;

3. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024,

memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif pada

penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dan



4. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

Serentak Tahun 2024, maka Bawasiu Kota Tanjungpinang memandang perlu melakukan

kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan Pemilu
dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir kali dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Kebudayaan Nomor : 155/U/1998 Tentang

Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam
rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan
ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUDDANTUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam

pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dan

2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah
pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dalam hal

adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan PIHAK PERTAMA dengan kegiatan dan
program PIHAK KEDUA.

Pasal2

RUANG UNGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi sosialisasi dan edukasi pengawasan partisipatif
pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Tanjungpinang.



Pasal3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah :

a. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi dan edukasi pengawasan
patisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dan

b. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk partlsipasi aktif anggota Himpunan
Mahasiswa Persatuan Islam dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun
2024.

2. Tugas dan tanggung jawab PiHAK KEDUA adalah ;

a. Mendorong Anggota Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam Cabang Tanjungplnang
agar menglkuti dan berpartlslpasi aktIf dalam keglatan sosialisasi dan edukasi

pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dan

b. Mendorong anggota Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam Cabang Tanjungplnang
dalam rangka pengawasan partlslpatif pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun

2024.

Pasal4

INFORMASi

1. PIHAK PERTAMA menerima InformasI yang diperlukan dalam rangka pengawasan atas
adanya dugaan pelan^aran pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun

2024, dan

2. PIHAK KEDUA balk atas Inlslatif sendlrl maupun atas permlntaan tertulls darl PIHAK

PERTAMA dapat membeiikan InformasI dan/atau laporan kepada PIHAK PERTAMA:
a. InformasI terkalt dugaan pelanggaran dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun

2024, dan

b. Laporan atas hasll pengawasan partlslpatif dan InvestlgasI awal terhadap dugaan
pelanggaran peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

c. InformasI lalnnya yang berkaltan dengan hasll pengawasan pada penyelenggaraan
Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal5

JANGKAWAKTU

1. Nota Kesepahaman Inl beriaku sampal dengan berakhlmya tahapan Pemilu dan Pemilihan

Serentak Tahun 2024, terhltung sejak Nota Kesepahaman Inl ditandatangani dan hanya
dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan Bersama PARA PIHAK yang
dibuat secara tertulls, dan

2. Jangka waktu sebagalmana ayat (1) Pasal Inl beriaku dengan ketentuan, PARA PIHAK

secara bersama-sama akan menlndaklanjutl Nota Kesepahaman yang harus telah dibuat
dalam jangka paling lambat Tlga (3) Bulan setelah ditandatangani Nota Kesepahaman Inl,

apablla dalam waktu Tlga (3) Bulan tersebut tidak ditlndaklanjuti dengan pembuatan
perjanjian kerjasama maka Nota Kesepahaman Inl akan batai dengan sendlrlnya dan
dianggap tIdak pernah terjadl.



Pasal6

PEM6IAYAAN

Keikutsertaan PtHAK KEDUA dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi serta

partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 bersifat sukarela.

pengawasan

Pasal7

KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman in! dapat diatur lebih

lanjut oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota

Kesepahaman ini;

2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Ini akan

diatur kemudian sebagal tambahan [adendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan

merupakan bagian yang tldak terpisahkan darl Nota Kesepahaman Ini, dan

3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini yang menyebabkan ketentuan

tersebut menjadi tldak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-

ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman.

Pasal8

PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2

(dua), masing-masing bermateral cukup dan memllikl ketentuan hukum yang sama, dan

2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau

kemball apablla diperlukan.
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